
Undang ...

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 ten tang Penyetaraan
Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan
Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25
Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi
pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
Birokrasi, perlu dilakukan perubahan kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Langsa;

b. Bahwa Peraturan Walikota Langsa tentang Perubahan
Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 54 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kota Langsa, belum mengakomodir
kebijakan penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan
jabatan serta tidak sesuai lagi dengan dinamika dan
perkembangan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalamhuruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Walikota Langsa tentang Kedudukan Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Langsa.

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

2. Undang-Undarig Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
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Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang­
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020
tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Di Provinsi Dan Kabupaten / Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 202);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

8. Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 525);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2021
tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penilaian
Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat
Administrator, dan Pejabat Pengawas Pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan
Kabupaterr/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 1474); dan

11. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 10,
Tambahan. Lembaran Kota Langsa Nomor 614)
sebagaimaan telah diubah dengan Qanun Kota Langsa
Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun

Kota... ~



paSal2 ... ~

BAB II
PENETAPAN

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Langsa;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa;
3. Walikota adalah Walikota Langsa;
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Walikota dan

Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa dalam
penyelenggaraan urusan daerah yang menjadi
kewenangan daerah;

5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda
adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa;

6. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil adalah Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Langsa;

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kota Langsa;

8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Langsa;

9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Kota Langsa;

10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kota Langsa;

11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Langsa;

12. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Langsa;

13. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pad a
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Langsa;

14.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut
UPTD adalah Unit Pelaksanaan Teknis Daerah pada
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Langsa;
dan

15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan
Fungsional pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil Kota Langsa.

Pasal 1

BABI
KETENTUANUMUM

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTALANGSA TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATANSIPIL
KOTALANGSA.

Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 ten tang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran
Kota Langsa Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Kota Langsa Nomor 947).

Menetapkan



BABIV ...~

(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipilterdiri atas:
a. KepalaDinas;
b. Sekretariat, terdidi dari;

1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;dan
2) SubbagianUmum, dan Kepegawaian.

c. BidangPelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari
KelompokJabatan Fungsional;

d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari
KelompokJabatan Fungsional;

e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan dan Pemanfaatan Data, terdiri dari
KelompokJabatan Fungsiona1;

f. UPTD;dan
g. KelompokJabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasa14

BagianKedua
Susunan

(1) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil adalah
perangkat daerah sebagai unsur pelaksanaan urusan
pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan
sipil.

(2) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dipimpin
oleh KepalaDinas yang dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Walikotamelalui Sekretaris Daerah.

(3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada KepalaDinas.

(4) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada KepalaDinas.

(5) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal3

Bagian Kesatu
Kedudukan

BABIII
ORGANISASI

Pasa12

Dengan Peraturan ini ditetapkan Peraturan Walikota Langsa
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil Kota Langsa.



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Langsa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mempunyai fungsi :
a. koordinasi dengan kantor kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
agama kota dan pengadilan agama yang berkaitan
dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi
Penduduk yang beragama Islam;

b. koordinasi dengan kantor kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
agama kota dalam memelihara hubungan timbal balik
melalui pembinaan masing-masing kepada instansi
vertikal dan UPTDDinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota;

c. koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga non­
Pemerintah di kota dalam penertiban pelayanan
Administrasi Kependudukan;

d. penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan
Administrasi Kependudukan di kota;

e. pengadaan blangko Dokumen Kependudukan selain
blangko KTP-el, formulir, dan buku untuk pe1ayanan
pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil sesuai
dengan kebutuhan;

f. pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko
Dokumen Kependudukan, formulir, dan buku untuk
pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil;

g. pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap
pelaksanaan tugas UPTD Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota, termasuk meminta laporan
pelaksanaan tugas UPTD Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota yang berkaitan dengan pelayanan
Pencatatan Sipil;

h. pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap
penugasan kepada desa atau yang disebut dengan nama
lain;

1. pe1ayanan secara aktif pendaftaran peristiwa
kependudukan dan pencatatan peristiwa penting;

J. penerimaan dan permintaan Data Kependudukan dari
Perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri;

k. fasilitasi penyelenggaraan urusan Administrasi
Kependudukan;

1. penyelenggaraan pemanfaatan Data Kependudukan;

m. sosialisasi. .. ~

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merencanakan,
membina, mengawasi, mengendalikan dan
mengkoordinasikan penyelengaaraan kewenangan daerah
dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal6

Pasal 5

BABIV
TUGASDANFUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas



usaha ...~

(1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan, melaksanakan
tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan
program, anggaran serta pelaporan dan evaluasi kinerja,
penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan,
akuntansi, penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan,
verifikasidan pembukuan.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian, melaksanakan
tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata

Pasal9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi:
a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah

tangga, barang milik negara dan barang milik daerah;
d. pembinaan aparatur;
e. pengelolaan urusan kepegawaian;
f. pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan
g. pelaksanaan tugas- tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Pasa18

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan
urusan pelayanan administrasi umum, perlengkapan,
peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan,
kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang­
undangan, pelayanan administrasi, penyusunan program,
data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 7

Bagian Kedua
Sekretariat

m. sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi
Kependudukan;

n. kerja sarna dengan organisasi kemasyarakatan dan
perguruan tinggi;

o. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku
kepentingan dan masyarakat;

p. penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan;

q. supervisi bersama dengan kantor kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
agama kota dan pengadilan agama mengenai pelaporan
pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk
yangberagama Islam dalam rangka pembangunan basis
Data Kependudukan;

r. pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi
Kependudukan;dan

s. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang di
berikan oleh Walikota dan Sekda sesuai bidang
tugasnya.



f. pelaksanaan ...ft

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
mempunyai fungsi:
a. penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
b. perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan

pelayanan pencatatan sipil;
d. pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
e. pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;

Pasal 13

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan
kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta
pelaksanaan pelayanan pencatatan pengangkatan anak,
pengakuan anak, pengesahaan anak, perubahan status
kewarganegaraan dan pencatatan kematian.

Pasal12

Bagian Keempat
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
mempunyai fungsi :
a. penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran

penduduk;
b. perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan

pelayanan pendaftaran penduduk;
d. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
e. pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran

penduduk;
f. pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan

pendaftaran penduduk;
g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran

penduduk;dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Pasal 11

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas
menyusun dan menyiapkan rencana penyelenggaraan
pendataan penduduk.

Bagian Ketiga
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

PasallO

usaha, kearsipan, urusan kepegawaian, urusan
perlengkapan, rumah tangga, fasilitasi barang milik
negara, barang milik daerah, dan administrasi jabatan
fungsional.



Pasal 16... ~

BABV
KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai fungsi:
a. penyusunan perencanaan pengelolaan informasi

administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan
dokumen kependudukan, kerjasama administrasi
kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi
kependudukan;

b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi
administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan
dokumen kependudukan, kerjasama administrasi
kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi
kependudukan;

c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan
pengelolaan informasi administrasi kependudukan,
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan,
kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi
pelayanan administrasi kependudukan;

d. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi
kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan
serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan
informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan
data dan dokumen kependudukan, kerjasama
administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan
administrasi kependudukan; dan

f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas pengelolaan
informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem
informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan
penyajian data kependudukan.

Pasal 15

Pasal14

Bagian Kelima
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

dan Pemanfaatan Data

f. pe1aksanaan pedokumentasian hasil pelayanan
pencatatan sipil;

g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil;
dan

h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya.



Kelompok... ~

(1)Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas,
Sekretaris, KepalaBidang dan KepalaSubbagian serta

Pasal19

BABVI
TATAKERJA

(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16, terdiri atas berbagai jenis jabatan
fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang
pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2)Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan
kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan
beban kerja.

(3)Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan
Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan yang mengatur jabatan fungsional masing­
masmg.

Pasal18

(1)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama
sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

(2)Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja
secara individu dan/ atau dalam tim kerja untuk
mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

(3)Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri
atas:
a. ketua tim; dan
b. anggota tim.

(4)Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh
pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan
kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan
pelaksanaan tugas.

(5)Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan
pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas
dan penugasan kelompok jabatan fungsional
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.

Pasal 17

Di lingkungan Dinas dapat ditetapkan jabatan fungsional
sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasa116



(2)Peta... '\\

(1)Dinas menyusun peta proses bisnis yang
rnenggarnbarkantata hubungan kerja yang efektifdan
efisienantar unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal23

(1)Kepala Dinas dalarn rnelaksanakan tugas dan
fungsinya harus rnenerapkan sistern akuntabilitas
kinerja instansi pernerintah.

(2)Penerapan sistern akuntabilitas kinerja instansi
pernerintah sebagairnana dirnaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di
lingkungan Dinas.

Pasa122

Ketentuan lebih lanjut rnengenai penunjukan pejabat yang
rnewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedornan
pada ketentuan rnengenai tata naskah dinas.

Pasa121

(1)Dalarn hal Kepala Dinas tidak dapat rnelaksanakan
tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas rnenunjuk
Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk
rnewakili dan rnelaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas
sesuai peraturan perundang-undangan.

(2)Dalam hal Sekretaris tidak dapat rnelaksanakan
tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas rnenunjuk
salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Subbagian
untuk rnewakili dan rnelaksanakan tugas-tugas
Sekretaris sesuai peraturan perundang-undangan.

(3)Dalarn hal Kepala Bidang tidak dapat rnelaksanakan
tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas rnenunjuk
salah seorang pejabat fungsional untuk rnewakili dan
rnelaksanakan tugas-tugas Kepala Bidang sesuai
peraturan perundang-undangan.

(4)Dalarn hal Kepala Subbagian tidak dapat
rnelaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala
Dinas rnenunjuk salah seorang pejabat fungsional atau
pelaksana untuk rnewakili dan rnelaksanakan tugas­
tugas Kepala Subbagian sesuai peraturan perundang­
undangan.

Pasal20

Kelornpok Jabatan Fungsional wajib rnenerapkan
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
sirnplikasi baik internal rnaupun antar unit organisasi
lainnya.

(2)Setiap pirnpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas
wajib rnelaksanakan Sistern Pengawasan Internal
Pernerintah untuk rnewujudkan terlaksananya
rnekanisrne akuntabilitas publik rnelalui penyusunan
perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang
terintegrasi.



a. Kepala... ~

Eselonering Jabatan pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipiladalah:

Pasal29

Pejabat fungsional dan unsur lain di lingkungan Dinas
diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang­
undangan.

Pasa128

(1) KepalaDinas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri
yang menye1enggarakanurusan pemerintahan dalam
negeriatas usul WalikotamelaluiGubernur.

(2)Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian,
diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Jenderal
yang menyelenggarakanperumusan dan pelaksanaan
kebijakandibidangkependudukan dan pencatatan sipil
sesuai peraturan perundang-undangan atas nama
Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan usulan WalikotamelaluiGubernur.

Pasa127

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna
masing-rnasing pejabat dalam lingkungan Dinas dapat
mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat
setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.
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(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab
memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan
memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas
sesuai peraturan perundang-undangan.

(2)Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan
secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara
berkala sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasa125

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Walikota
mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas
secara berkala atau sewaktu-waktusesuai kebutuhan.

Pasa124

(2)Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan
Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
olehWalikota.



Pasal 33 ... \l\

BABXI
KETENTUANPENUTUP

(1)Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja masing­
masing pemangku jabatan serta Peta Jabatan di
lingkungan Dinas ditetapkan oleh Walikota.

(2)Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada
Dinas ditetapkan oleh Walikota.

(3)Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di
lingkungan Dinas ditetapkan oleh Walikota.

(4)Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan UPTDdiatur
dengan Peraturan Walikota.
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BABX
KETENTUANLAIN-LAIN

(1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan
Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan
kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan
ditetapkan Peraturan Walikota tentang sistem kerja di
Lingkungan Pemerintah Kota Langsa untuk
Penyederhanaan Birokrasi.

(2)Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan
Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2016 tentang
Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kota Langsa, tetap menjabat dan melaksanakan tugas
sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat
berdasarkan Peraturan Walikota ini.

Pasal31

BABIX
KETENTUANPERALIHAN

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan
di lingkungan Dinas dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kota Langsa serta sumber-sumber
lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.
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BABVIII
PEMBIAYAAN

a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpman tinggi
pratama Eselon II.b;

b. Sekretaris merupakan jabatan administrator Eselon IIl.a;
c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator Eselon

Eselon III.b; dan
d. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas Eselon

IV.a.



BERITADAERAHKOTALANGSATAHUN2025 NOMOR1122

~ Pj. SEKRETARISDAERAHKOTALANGSA

Diundangkan di Langsa
pada Tanggal 30 Januari 2025 M

30 Rajab 1446 H

"tSYARIDIN

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 30 Januari 2025 M

30 Rajab 1446 H

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kota Langsa.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka
Peraturan Walikota Langsa Nomor 54 Tahun 2016 tentang
Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota
Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 628)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasa134
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